LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

"BUPATI REMBANG

4]

.. bahwa dalam rangka meningkatkan

seiancarannenthengﬂa*aaﬁ Pema-
intahan Desa serta memberik ran

hen:éahan selavanan keczads
masyarakat, make atas prakarsa
masvarakat dapat dilakukan Pem-
bentukan, Perighapusan c¢an Peng-
gabungan Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal & Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahrn 1959 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa,

- !
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maka perlu mengatur tentang
Pembentukan Penghapusan dan/atau
Penggabungan Desa;

bahwa untuk maksud tersebut

diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah KXabupaten dalam Ling-
kungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang HNomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintazhan Daerah
( Lem»aran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor &0,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839 ):

Keputusan Presiden epublik
Indonesiz MNomor 4 Tahun 199¢
tentang Teknis Penvusunan
Peraturzan Perundang-undangan dan
Bentuk kancangan Tindang-undans

Rancangan Perziuran PYemerinia:n.

dan Rancangan Keputuszan Presi-
den;

Keputusan Menteri Daiam Negeri
Nomor 64 Tahun 1982 tentang
Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Desa.
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMUTUSI KATN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

a. Dzerah adalah Kabupaten Rembeng;

b. Bupati adalah Bupati Rembang;

c. Camat adalah Camat di Kabupaten
Rembang;

d. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum vang memiliki kewenangan
untuk ‘mengatur dan mengurus
kepentingan masvarakat setemnpat
berdasarkan asal-asul dan adat
istiadat setempat yang diakui
¢alam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten Rembang; '

e. Pemerintahan Desa adalah kegia-
tan pemerintahan yang dilaksana-

kan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa;
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Per-
angkat Desa;

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah di Desa;
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya
¢isebut BPD adalah Badan Perwakilan Jang
terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa

yang berfungsi mengayomi adzat istiadat,
membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat sertz

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan.
Desa baru diluar Desa yang telah ada;
Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan
Desa baru di dalam wilavah Dessa;

FPenghapusan Desa edalah tindakan meniedakan

iJesa yang talah ada;

Penggatungan Desa &dalah penggabungan dua
De

De Persiapan adalah Desa baru di -dalzm

il pemecahszn, yaun

ng
sa atau lebih menjadi satu Desa baru;
sz

1

& Desa yang berdir

Rty

PEMBERNTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA
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Pasal 2
Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan peng-
gabungan Desa adalah untuk meningkatkan
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
secara berdava gunz dan berhasil! 32una tan
pelayanan terhadap masyarakat sesuail dengan
tingkat perkembangan dan kemajuan pemba-
ngunan.
Desa dibentuk, dihapus dan atau digabung
atas prakarsa masyarakat dengan newperrat1—
kan asal usul Desa. kondisi sosial buda
dan ekonomi masyarakat seLompdh.
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat
{1) terjadi karena pembentukan Desa baru
diluar Desa yvang telah ada atau sebagai
akibat pemecahan dan penggabungan Desz.
Desa yvang kondisi masyarakat dan wilayahnya
tidak lagi memenuhi persyaratan dapat
dihapus dan atau digabung.
BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3
Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai
ikut
Jumlah penduduk minimal 1.500 ( Seribu lima
ratus ) jiwa atau 300 ( Tiga ratus ) Kepala
Keluarga;
Luas wWilavah, vaitu luas wilayah vang
terjangkau dalam peiayanan dan pembinaan
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masyarakat serta dalam rangka penyelengaraan
Pemerintahan dan pembangunan dengan memperhsz-—
tikan jaringan perhubungan dan komunikasi
Yang tersedia;

Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyara-
kat vyang memberikan peluang bagi masyarakat
dalam kehidupan beragama dan bermasyvarakat
dalam hubungannva dengan adat istiadat setem-
pat;

Potensi Desa, yaitu tersedianya atau kFemung-
kinan tersedianva potensi di Desa yang dapat
diolah dan dikembangkan untuk meningkatkan
penvelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

Sarana dan oprasarana pemerintahan, ¥Yaitu
tersedianya atau kemungkinan terszdianvsa
Sarana dan prasarana remerintaihan Desa.

RAB IV

MEKANISME PEMBENT.{AN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

Pasal 4
Dengan memperhatilkan aspirasi dan kepen-
tingan masvarakat y Desa dapant dilzentull,
dihapus dan atau Gigabung dalam rangka
meningkatkan tesejahteraan masyvarakart,

Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengga-
bungan Desa atas prakarsa masyaraka:
diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetu-
juan BPD kepada Bupati meiaiu, Cawmat.
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Usu! Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(2) oleh Bupati dimintakan persetujuan
kepada DPRD.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemben-

tukan, Penghapusan dan atau Penggabungan
Desa.

Dalam pembentukan Desa baru, terlebih dahulu
dibentuk Desa persiapan dengan ketentuan
setelah diadakan pembinaan selama-lamanya |1

( satu. ) tahun harus sudah dibentuk Desa
definitif.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA
Pasal 3

Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa
yang satu dengan wilayah Desa Yyang lain,
ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peratu-
ran Desa berdasarkan peta Desa dan afau
persetjuan dari Desa yang berbatasan wi-
layahnya.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat berupa batas alam atau batas buatan.

Batas alam adalah unsur—-unsur alami seperti
gunung, sungai, pantai, danau dan lain
sebagainya vyang dinyatakan atau ditetapkan
sebagai patas wilayah Desa.
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Batas buatan adalah unsur-unsur buatan
manusia seperti tugu, pilar batas, rel
kereta api, saluran irigasi dan lain seba-
gainya vang dinvatakan atau ditetapkan
sebagai batas Wilavah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 6
Dalam wilayah suatu Desa dapat dibagi dalam
heberaﬂa wilaveh Dusun, ¥yang merupakan
Iﬂgr“ zan kerja pelaksanaan P rintahan

'ang dipimpin oleh Kepala Dusua.

Dusun dibentuk dengan syarat-syarat
a. jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150
kepala keluarg:

b. ileyvah, yaituv fuas wilavyah
kau oalam pelavanan dan pembi
tat serta dalam rangka wmeonvele
Pemerintahkan dan senbangunan
mem hatikan jaripgan perhubunge:
ani i yang tercsediz
G ia: Budaya, yaitu Lkondisi B308iai
masyarakKat yang memberikan osluang basi
masyaraxat dalas kehidupan bteragamae déan
bermasyarakat dalam hubungannya Jdengan
adat istiadat setempat;

Pembentukan Dusun ditetapkan dalam Peraturan
Desa.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Rembang sebe-
ium berlakunya Peraturan Daerah ini vang bersta-
tus sebagai Desa adalah Desa menurut Peraturan
Daerah ini.

Pasal 8
Nama, luas wilayvah da» Batas Desa yang ada
sekarang adalah Nama, Luas Wilayvah dan Batas
Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepan-
jang mengenai pelaksanaannysa.

Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Daerah 1ini, maka
csemua Keterntuan yang bertentangan atau tidak
sesuail dengen Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraiuran Daersh ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahvinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuparten
Rembang.

itetapkan di R e m b a n
I 30 Oktober 2051
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‘Diundangkan di Remb a n g
pad

i
ata tanggal 6 Nopember 2001

EXRETA

(¥}]

IS DAERAH KABUPATEN
B ANG

H O NOERANT O, 83 , MK

Pembina Utema Madva
RiP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 19
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PENJELASAN

NOMOR .:.9 TAHBUN ZC":_‘
TENTANG
MISAY DAN PEHNGGA AN Ses
AT TRE
Daiam Tangksa meningkatifan Kelancarz
penyelenggaraan Pemerintahan Desea sertza
memberikan kemudahan pelayanan kepada masyar-
akat maxa atas prakarsa masyarakat setempatr
dapat dilakxukan Pembentukan, Pergnaousaj daf
Penggabunzan Desa. Dalam rangxa Fem Tk 4
Penghapusan dan Fenggabungan Desa, ma?a yaig
perlu diperhetikan adaleh upaya untuk mening-
katkan czlayanan kKegpada masyarakat, pembangu-
nan d=sz dan meningkatkan taraf hidup serie
Kemakmuran masvarakatl
Berdasarkan Pasal 6 XKeputusan Menter:
Dalam HNeze Nomor 64 Tahun 1829 tientang
Pedoman Umum Pengaturan Mengena1 Desa, mak

perlu merzatur Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

PASAL DEMI PASAL



Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal ¢4

Cukup jelas
Pasal &
Cukup jelas

Pasal 6

Ctkup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelacs
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup ielas
Pasal 11

Y

CiEup jelas
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